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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4009/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  memeriksa  dan  mengadili

perkara- Cerai Talak  ada tingkat pertama telah menjatuhkan  penetapan sebagai

berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON,  NIK  3507170809820001,  tempat/tanggal  lahir  Malang,  08

September 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten

Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  NIK  3209245502900003,  tempat/tanggal  lahir  Cirebon,  15

Februari  1990,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SMP,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Malang,  sekarang  tidak  diketahui  tempat

tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar

wilayah  Republik  Indonesia,  selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

      Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

17 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor 4009/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal  sebagai

berikut :

1. Pada  tanggal  20  Februari  2014,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Arjawinangun   Kabupaten  Cirebon

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/47/II/2014 tanggal 20 Februari 2014) ;
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2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal

di  rumah kediaman   pemohon di  alamat  Kabupaten Malang  selama 4

tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  2  orang  anak

bernama : 

a. ANAK I , UMUR 4 TAHUN

b. ANAK II , UMUR 1 TAHUN

3. Kurang lebih sejak bulan   September tahun 2014 antara Penggugat dan

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Termohon keras kepala dan susah dinasehati terkait sikap Termohon

yang kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

b. Termohon  sama  sekali  tidak  memperhatikan  Pemohon,  ia  lebih

mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  Termohon  sering

membentak-bentak  Pemohon  dengan  kata-kata  kasar  yang  menyakitkan

hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan  Mei

tahun  2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin  Pemohon

dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Termohon tidak pernah pulang

dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan

pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada  ;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

   Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili  perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu kepada Termohon (TERMOHON);

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
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4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  dan

Termohon  telah  nyata  hadir  menghadap  sendiri  ke  persidangan,  kemudian

diusahan perdamaian oleh Majelis Hakim, agar mereka berdua kembali hidup

rukun seperti semula; 

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

mencabut perkara  permohonan  cerainya Nomor  4009/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,   bahwa   maksud  dan  tujuan  permohonannya  Pemohon

adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar

diperkenankan mancabut perkaranya tersebut;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  permusyawaratannya  telah

sepakat  bahwa  pencabutan  permohonannya  Pemohon  tersebut  dapat

dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka

Majelis  Hakim  perlu  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register

perkara  yang  bersangkutan,  hal  yang  demikian  untuk  tertibnya  administrasi

peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73,

dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang

Peradilan   Agama,  dan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
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atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala

biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  Pencabutan  perkara  Nomor  :

4009/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di  Kepanjen, Kabupaten Malang pada

hari  Kamis tanggal  26  Nopember  2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  10

Rabiulakhir  1442  Hijriyah, oleh kami  Drs.  M.  NURKHAN, S.H., sebagai Ketua

Majelis,  Dra.  Hj.  RUSMULYANI,  M.H. dan  H.  SUAIDI  MASHFUH,  S.  Ag.,

M.H.E.S.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua

Majelis  dan  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dalam  persidangan  yang

dinyatakan terbuka untuk umum  pada hari itu juga, dengan dibantu oleh  HERA

NURDIANA,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dan  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. Drs. M. NURKHAN, S.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti,
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HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp. 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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